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ABSTRAK 

Perjanjian bagi hasil  tanah pertanian adalah suatu bentuk kesepakatan di mana 

seseorang yang memiliki hak atas tanah pertanian (pemilik) memberikan izin 

kepada orang lain (penggarap) untuk mengelola tanah tersebut, diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Rumusan  

masalah  1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di 

Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci? 2) Apa saja 

kendala  hukum yang dihadapi dalam pelaksananaan perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci? 

3) Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung 

Raya, Kabupaten Kerinci? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum sosiologis (socio-legal research). Data yang digunakan 

meliputi data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui 

wawancara dan studi lapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) 

Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, 

Kabupaten Kerinci dilakukan secara lisan 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan 

perjanjian yaitu kurangnya pengetahuan mayarakat mengenai peraturan 

perundang-undangan 3) Perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian di Desa Sungai Hangat didasarkan pada hukum adat. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.  
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ABSTRACT 

 

Agricultural land profit sharing agreement is a form of agreement in 

which a person who has rights to agricultural land (owner) gives permission to 

another person (cultivator) to manage the land, regulated in Law Number 2 of 

1960 concerning Profit Sharing Agreements. Problem formulation 1) How is the 

implementation of agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat 

Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? 2) What are the legal obstacles 

faced in the implementation of agricultural land profit sharing agreements in 

Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? 3) What legal 

protection can be given to the parties in agricultural land profit sharing 

agreements in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? 

The type of research used in this study is sociological legal research (socio-legal 

research). The data used include primary data and secondary data. The data was 

obtained through interviews and field studies.  From the results of the study it was 

concluded that 1) The agricultural profit sharing agreement in Sungai Hangat 

Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency was carried out verbally 2) The 

obstacles in implementing the agreement were the lack of public knowledge 

regarding laws and regulations 3) Legal protection for agricultural land profit 

sharing agreements in Sungai Hangat Village is based on customary law,  

 

Keywords : Legal Protection, Profit Sharing Agreements For Agricultural. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah  penting Ibagi  kehidupan Imanusia dan imerupakan karunia 

dari Tuhan Yangi  Maha Esa, iyang  seyogyanya dapat dikelola oleh manusia 

dan dimanfaatkan segalai sesuatu iyang ada di atasnya. iTanah memiliki 

makna yang sangat krusial bagi setiap komunitas di Indonesia, karena tanah  

merupakan ibagian  iyang  itak terpisahkan idari kebutuhan sehari-hari. Hal ini 

terutama berlaku bagi penduduk yang tinggal di desa dan mengandalkan 

pertanian atau berkebun untuk penghidupan masyarakat
1
.  Masyarakat desa 

mayoritas adalah petani imereka imemanfaatkan sumber-sumber kekayaan 

alam ipada tanah iuntuk memenuhi kehidupan sehari-hari iyaitu berkaitan 

dengan ipangan, sandang dan ipapan atau kebutuhan primer lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanah imempunyai imakna iyang ilebih luas 

dibandingkani dengan iwujud fisik, ikarena nilai tanah iterkait idengan aspek 

ekonomi dani sosial.
2
  Pengertian bumi (yang disebut tanah), diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 

(1) UUPA, tanah iadalah permukaan bumi idan tubuh bumi idi bawahnya 

sertai yang iberada idi bawah air. Pengertian tanah meliputi permukaan bumi 

                                                           
1
 Hidup Iko, 2020, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Semarang”, Program Pascasarjana 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1 
2
 Ni Luh Ariningsih Sari. 2021. “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah 

dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi”,  Jurnal Ganec Swara. Vol. 15. No. 1. 2021. 

Hlm. 5. 
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yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk 

air laut. 

Pentingnya tanah ibagi kehidupan imanusia iyaitu ikarena ikehidupan 

manusia itu isama sekali tidak idapat dipisahkan idari tanah. Manusia  hidup 

dii atas tanah idan imemperoleh ibahan pangan dengani cara mendayagunakan 

tanah. 
3
 Manusia imemanfaatkan isumber daya ialam iyang ada di tanah iuntuk 

memenuhii kebutuhan dasar imereka, iyaitu sandang, ipangan, idan papan. 

Tanah memiliki fungsi sosial yang seharusnya berkontribusi pada upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat demi mencapai keadilan sosial. Oleh 

karenai itu, penting untuk iterus mengembangkan rencana itata ruang idan 

penggunaan itanah isecara inasional. Hal ini agar ipemanfaatan tanah idapat 

dikoordinasikan iantara iberbagai jenisi penggunaan, sambil itetap menjaga 

kelestarian alam idan ilingkungan. iTanah adalah objek iyang unik, diperlukan 

olehi banyak iorang, namun jumlahnyai tidak ibertambah. Secarai budaya, 

terdapat hubungan iyang mendalam dan itidak terpisahkan iantara tanah idan 

manusia. Dengan demikian, pola penguasaan tanah terkait erat dengan 

masalah yang dihadapi petani dan taraf hidup mereka. 

Sumber hukum untuk pertanahan diatur dalam UUPA. Kebijakan 

pelaksanaan UUPA ini ditujukan untuk melayani masyarakat, terutama 

kelompok petani yang merupakan bagiani terbesar dari ikehidupan irakyat 

Indonesia. iUUPA memiliki peranan ipenting dalam  membangun  masyarakat 

yangi adil idan imakmur. Kebijakan pemerintah dalami pengaturan tanah 

sangat diperlukan agar masyarakat dapat meraih keadilan dan kemakmuran, 

                                                           
3
 Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, “Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-

TanahAdat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)”, Jurnal Sasi, Volume 25, Nomor 1, 2019, 

hlm.14. 
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sertai memberikan ikepastian hukum imengenai ihak-hak atas tanah, 

khususnya bagii petani yang bergantung pada tanah untuk penghidupan 

mereka.  

UUPA memiliki prinsip dasar yaitu Landrefom atau iAgraria iReform 

prinsipi ini diatur idalam iketentuan UUPA Pasal 10 Ayat (1) dan (2) iyang 

memuati suatui asas iyaitu, ibahwa “tanah ipertanian iharus idikerjakan iatau 

diusahakan isecara iaktif oleh ipemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya 

diaturi dalami peraturan iperundangan”.
4
 

Masyarakati pertanian, terutama di daerah pedesaan, masih ada yang 

memanfaatkan tanah iyang ibukan miliknya melalui icara seperti sewa, ibagi 

hasil, idan gadai. iMenurut iPasal 53 UUPA, hak-hak iadat iyang bertentangan 

denganiketentuan UUPA iPasal 10 Ayat (1) tetapi relevan dengan kondisi 

masyarakat isaat iini itidak idapat dihapuskan sepenuhnya. Hak-hak itersebut 

diberikan status isementara, iseperti hak igadai, ihak usaha ibagi hasil, ihak 

menumpang, dani hak sewaitanah pertanian, yangiiharus dilaksanakan sesuai 

dengan undang-undang idan peraturan yang berlaku, guna imencegah 

hubungan iyang bersifat ipenindasan atau kerja paksa. 

Perjanjian ibagi hasil adalah isuatu ibentuk kesepakatan di mana 

seseorangiiyang memiliki hak iatas itanah pertanian (pemilik) imemberikan 

izin kepadai orang laini (penggarap) iuntuk mengelola tanah tersebut. Dalam 

perjanjiani ini, hasil yang idiperoleh idari pengelolaan tanah akan dibagi 

                                                           
4
 Ninik Ayuhandika, 2024, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 

Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Bandar 

Lampung, Lampung, Oktober 2024, hlm. 4. 
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antara penggarap dan pemilik sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
5
 Fokus 

dari perjanjian bagi hasil bukanlah pada tanah itu sendiri, tetapi pada 

pekerjaan dan hasil dari pemanfaatan tanah, termasuk penanaman dan tenaga 

kerja yang terlibat. Subjek dalam perjanjian ini adalah pemilik tanah dan 

penggarap. 

Perjanian ibagi hasil pertanian imerupakan salah satu hak iatas tanah 

yangi sifatnya isementara. iPerjanjian ibagi hasil pertanian idiatur idalam 

ketentuani hukum adat. iBahwa perjanjian ibagi hasil iyang imenggunakan 

hukum adat iadalah perjanjian itersebut itidak idilakukan isecara tertulis 

melainkani berdasarkan ikesepakatan para ipihak isehingga tidak imemberikan 

kepastiani mengenaii besarnya ibagian iserta hak idan ikewajiban ipara pihak. 

Sistem bagii hasil isemula idiatur idalam hukum adat, itetapi seiring 

berkambangnyaiizaman pemerintah imengeluarkan iUndang-Undang Nomor 2 

Tahun 1960 tentang Perjanjian iBagi Hasil, dalam Pasali 3 Ayati (1) 

dijelaskan ibahwa ”Semuai penjajian ibagi ihasil iharus idibuat ioleh pemilik 

danii penggarapi sendiri secarai tertulis dihadapan kepala desa iatau idaerah 

iyang setingakat idenganiiitu tempat iletaknya tanah iyang ibersangkutan, 

selanjutnyai idalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” idengan 

dipersaksikani ioleh dua orang, masing-masing idari ipihak pemilik idan 

penggarap.”  namun undang-undang ini jarang diterapkan di Indonesia 

kareana masyarakat cenderung lebih memilik imenggunakan sistem ihukum 

adat dalam imelakukan perjanjian ibagi hasil tanah ipertanian. Berkaitan 

                                                           
5
 Ria Ayu N, Agung Basuki P. Suparno. 2019. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) 

di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”. Diponegoro Law Journal. 

Volume 6. Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 89-90. 
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dengan penerapan hukum adat  dalami sistem hukum idi Indonesia telah 

disebutkan dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pada Pasal 18B yang menyatakan bahwa negara imengakui idan 

menghormatii hukumi adat, serta dalam Kitan Undang-Undang Hukum 

Perdata dalam Pasal 1338 Ayat (1) menyatakan bahwa “Semuai perjanjian 

yangi dibuat isecara sah iberlaku isebagai undang-undang ibagi merekai yang 

membuatnya”. 

Perjanjiani bagi hasil itanah ipertanian berasal idari hukum adat di 

Indonesia, yang mengharuskan agar “semua perjanjian ibagi hasil iharus 

dibuat ioleh ipemilik idan ipenggarap sendiri isecara tertulis idihadapkan 

kepala desa iatau daerah iyang setingkat idengan itu tempat iletaknya tanah 

yang ibersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala 

Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik 

dan penggarap Ketentuan dalam pasal ini bertujuan iuntuk mencegah 

perselisihan iyang imungkin timbul terkait hak idan ikewajiban antara ikedua 

belah ipihak.  

Meskipun perjanjian ibagi hasil pertanian telah diatur dalm UU 

Perjanjian iBagi Hasil, di Indonesia imasyarakat masyarakat imasih 

menggunakan itradisi pembagiani hasil pertanian iberdasarkan iadat istiadat 

yangiitelah lama iberkembang. Masyarakat telah merasa nyaman dan tidak 

menemukani permasalahan idalam sistem ibagi hasil ipertanian. Sistemiibagi 

hasil iini idilakukan iberdasarkan ikesepakatan iantara kedua ibelah pihak, 

sehinggai di kemudian ihari ketikai terdapat sengketa iakan sulit idiselesaikan 

melaluiiimekanisme ihukum positif. 
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Bagi hasil adalah haki seseorang iuntuk mengelola pertanian idi atas 

tanah imilik orang ilain idengan kesepakatan bahwa ihasilnya iakan idibagi 

antarai kedua pihak sesuai dengan ipersetujuan bersama, idengan tujuan iagar 

pembagiani hasil iantara pemilik tanah daniipenggarap dapat dilakukaniisecara 

adil.
6
  Sistem bagi hasil tanah pertanian di masyarakat umumnya dilaksanakan 

melalui kesepakatan lisan antara pemilik tanah dan penggarap. Masalah sering 

muncul ketika salahiisatu pihak, baik pemilik maupun ipenggarap, itidak 

memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini dapat mengakibatkan 

pelanggaran hak idan kewajibaniidi antara ikedua pihak, yang berpotensi 

merugikan salah satu dari mereka.
7
  Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang dijelaskan bahwa “Semua ipersetujuani yang 

dibuat sesuai idengan iundang-undang iberlaku isebagai undang-undang ibagi 

mereka yangi membuatnya. Persetujuan itui tidak dapat iditarik kembali 

iselain dengan ikesepakatan kedua ibelah pihak, iatau ikarena alasan-alasan 

yang iditentukan ioleh undang-undang. iPersetujuan iharus idilaksanakan 

dengan itikad baik”. 

Pentingnya terlaksananya iasas itikad baik diiidalam suatu perjanjian 

bagiiihasil tanah pertanian itersebut idikarenakan iterdapat iadanya dua ipihak 

yangiisaling berhubungan iyaitu antara pihak pemilik tanah dan ipihak 

penggarap dan terdapat adanya hak daniikewajiban bagi para pihak iyang 

harus idilaksanakan. 

                                                           
6
 Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, Potret Bagi Hasil Pertanian, Deppublish, 

Yogyakarta, 2017, hlm.20. 
7
 Muhammad Syhani, 2023, “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di 

Kabupaten Kepulauan Meranti”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Andalas, Padang, Maret 2023, hlm. 6 
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Perjanjian ibagi hasil ipertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan 

Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, telah dilakukan secara lisan sejak dulu, 

berlandaskan kepercayaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. 

Isiiiperjanjian, iyang mencakup hak daniikewajiban penggarap serta pemilik 

tanah, ditentukan olehiimereka isendiri. Hasil dari pemanfaatan tanahiiakan 

dibagi sesuai ikesepakatan iyang telah idisetujui. Proses perjanjian lisan 

dimulai ketika penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk mengolah 

atau memanfaatkan tanah pertanian miliknya. Jika pemilik setuju, maka 

perjanjian lisan pun terbentuk. Batas iwaktu iperjanjian ibagi hasil yang 

berlaku selama ini itidak jelas berakhir hingga kapan dikarenakan sifat 

perjanjianiibagi hasil iini tidak tertulis iatau isecara lisan saja. Asas hukum 

adat yang mendasari perjanjian bagi hasil di Desa Sungai Hangat, Kabupaten 

Kerinci yaitu, “adat balambago, undang bataliti” yang artinya “segala sesuatu 

harus dijalankan dengan jujur dan adil”. Selain itu juga terdapat asas hukum 

adat “saling pucayo kito samo kito” yang memiliki makna “saling percaya 

antara sesama masyarakat adat”.
8
 

Masyarakat Desa Sungai Hangat melaksanakan perjanjian ibagi hasil 

pertanian iberdasarkan ikepercayaan idan kesepakatan iantara pemilik tanah 

dani penggarap. Kepercayaan ini imenjadi landasan utama ibagi ipenggarap 

untuki memperoleh  iizin mengelolaiitanah yangi bukan miliknya, idengan 

objek perjanjian meliputi tanah pertanian beserta segala yang melekat 

padanya. Isi perjanjian, yang  mencangkup hak dan  kewajiban masing-masing 

pihak, ditentukan secara bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian hasil 

                                                           
8
 Iskandar Zakaria, 1984, Tambo Sakti Alam Kerinci, Cetakan ke-1, Proyek 

Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, hlm. 191. 
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dari pengelolaan  tanah  akan disesuaikan dengan kesepakatan mereka, dan 

tidak ada standar waktu yang tetap untuk perjanjian ini, semua ditentukan 

melalui kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Biasanya, batas waktu 

perjanjian berakhir setelah musim panen, yaitu dari awal bercocok tanam 

hingga panen, karena sifat perjanjian ini bersifat lisan dan tidak tertulis. 

Dikarenakan perjanjian ini dilaksanakan secara lisan, sering terjadi 

masalah dalam tindakan hukum yang dapat dilakukan saat terjadinya senketa. 

Permasalahan umum yang muncul meliputi pembagian hasil yang tidak adil, 

pengabaian kewajiban salah satu pihak, hingga pemutusan sepihak perjanjian. 

Sengketa yang sering kali dihadapi dalam pembagian hasil di Desa Sungai 

Hangat yaitu, ketidakjujuran antara para pihak. Penggarap sering tidak 

memberikan jumlah sebenarnya dari hasil pertanian kepada pemilik lahan 

yang tentunya telah merusak kepercayaan yang telah diberikan, dalam kasus 

tersebut, hukum adat menjadi acuan utama untuk menyelesaikan sengketa, 

akan dilakukan mediasi antara para pihak yang dihadiri juga oleh Kepala Desa 

dan Lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian masalah. Dalam 

penyelesaian ini, sering kali terkendala dengan para pihakiiyang sama-sama 

tidaki mau imengalah, dan tentunya dengan tidak adanya surat perjanjian yang 

sah, maka penyelesaian sengketa sulit untuk dilakukan, dan mekanisme 

penyelesaian dianggap kurang memberikan perlindungan hukum yang kuat 

bagi para pihak, baik bagi pemilik lahan maupu penggarap. Selain itu, belum 

adanya sinkronisasi yang jelas antara hukum adat dan hukum nasional 

mengenaiiiperjanjian ibagi hasil itanah pertanian imenimbulkan tantangan 

dalam menciptakan kepastian hukum. 
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Sistem perjanjian ibagi hasil dii Desa Sungai Hangat, Kecamatan 

Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, tidak menggunakan sistem yang diatur di 

dalam UU Perjanjian Bagi Hasil. iMenurut peraturan,  perjanjian tersebut 

harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan penggarap di hadapan 

Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari 

pihak pemilik tanah dan penggarap, sedangkan di Desa Sungai Hangat 

perjanjian dilakukan sepenuhnya berdasarkan  hukum adat yaitu dengan cara 

lisan dan hanya didasari oleh hubungan kekerabatan dan saling percaya saja. 

Maka dari itu perjanjian bagi hasil yang di lakukan di Desa Sungai Hangat, 

Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci adalah bahwa karena perjanjian 

tersebut dilakukan secara lisan maka sulit untuk mendapatkan perlidungan 

hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: ”PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA 

SUNGAI HANGAT KABUPATEN KERINCI”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakahi pelaksanaan perjanjian ibagi hasil tanah pertanian di Desa 

Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci? 

2. Apa saja kendala  hukum yang dihadapi dalam pelaksananaan perjanjian 

bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung 

Raya, Kabupaten Kerinci?  
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3. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak 

dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, 

Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan  menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian di Desa Sunai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, 

Kabupaten Kerinci. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala  hukum yang dihadapi dalam 

pelaksananaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai 

Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. 

3. Untuk mengetahui dan  menganalis mengenai perlindungan hukum yang 

dapat diberikan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten 

Kerinci. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis 

sosiologis (socio-legal research), yang juga dikenal sebagai penelitian 

lapangan. Pendekatan  ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum 

yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, 

penelitian ini fokus pada kondisi nyata yang ada dalam masyarakat, 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta dan data yang 

diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis masalah yang ada dan mencari solusi atas masalah tersebut. 



11 

 

 
 

2. Sumber Data 

Berikut ini adalah beberapa contoh yang termasuk dalam jenis 

sumber data sekunder: 

a. Data Primer 

Data primer merujuk pada sumber data yang secara langsung 

diperoleh dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, survei 

pendapat individu atau kelompok, serta hasil observasi terhadap objek, 

peristiwa, atau benda tertentu.
9
  Wawancara dalam penelitian ini 

penulis lakukan terhadap 6 (enam) orang responden, yaitu para pihak 

yang melakukan perjanjian terdiri dari 3 (tiga) orang pemilik lahan 

yaitu Ibu Elvira, Bapak Wardiman, Bapak Supriadi, dan 3 (tiga) orang  

penggarap, yaitu bapak Sahur, Bapak Jaka, Bapak Muktiali, dan 

terhadap 2 orang  informan yaitu kepala desa sungai hangat Ibuk Nelly 

Maswita dan ketua adat Bapak Amrin. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan  kata lain, 

data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber yang tidak 

terlibat langsung dalam pengumpulan data. Sumber data sekunder 

umumnya dapat ditemukan dalam bentuk kajian literatur atau studi 

perpustakaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
9
 Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD, Alfabeta, 

Bandung,, hlm.193. 



12 

 

 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan  „penulis‟ dalam 

melakukan penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi langsung dari lapangan, yang diperoleh 

melalui percakapan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian 

bagi hasil pertanian di Desa Sungai Hangat yaitu pemilik tanah dan 

penggarap. 

b. Studi dokumen 

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, atau 

dokumen-dokumen lain yang berisi informasi terkait permasalahan 

yang akan dibahas oleh penulis. 

4. Analisis Data 

Analisis data merujuk pada proses pengolahan informasi yang 

diperoleh dari wawancara, penelitian lapangan, serta semua data yang 

didapatkan, baik primer maupun sekunder, beserta informasi terkait. 

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yang mencakup analisis terhadap isi dan struktur 

hukum positif. Ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh penulis 

untuk memahami dan menginterpretasikan makna aturan hukum, yang 

kemudian disimpulkan dalam konteks permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

 


